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BAB V 

PENUTUP 

  

A. Simpulan  

 Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan oleh peneliti pada bab 

sebelumnya, maka hasil yang didapatkan bisa disimpulkan sebagai berikut:  

1. Peran Dinas Sosial dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan di 

Kecamatan Tabukan dikaitkan pada tiga indikator yaitu peran Dinas Sosial  

sebagai regulator, dinamisator, dan fasilisator. Sebagai regulator 

pemegang kebijakan atas jalannya PKH Dinas Sosial menerbitkan SK 

kepala Dinas Nomor 460/029/PJS/2022 dinamisator Dinas Sosial 

melakukan pendampinga/pembinaan kepada keluarga penerima PKH. 

Kemudian sebagai fasilisator Dinas Sosial memberikan fasilitas kepada 

KPM PKH berupa pendanaan/ modal berupa Uang yang ditekankan untuk 

keperluan modal usaha, keperluan pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut 

sejalan dengan prinsip-prinsip Islam untuk menciptakan kesejahteraan 

masyarakat, dengan memperhatikan kemaslahatan umum dan menghindari 

adanya kemudharatan.  

 Akan tetapi, penerapan peran tersebut masih belum sepenuhnya 

maksimal dikarenakan masih terdapat permasalahan seperti kurangnya 

maksimalnya pendampingan yang dilakukan, masih didapati permasalah 

terkait seringnya dana PKH yang uangnya tidak masuk ke kartu ATM 
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KPM PKH, dan masih terjadi ketidaktepatan sasaran penerima PKH dan 

penggunaan Uang PKH yang kurang tepat oleh KPM.  

2. Kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam melakasanakan PKH di 

Kecamatan Tabukan yaitu, kurangnya anggaran PKH, faktor wilayah yang 

cukup luas dan akses jalan yang masih rusak di beberapa desa, kuranya 

fasilitas serta masih kurangnya sumber daya manusia (SDM-PKH). 

Kendala-kendala tersebut dapat mengakibatkan sulit tercapainya tujuan 

PKH untuk mensejahterakan masyarakat. 

 

B. Rekomendasi  

1. perlu adanya evaluasi atas jalannya PKH di Kecamatan Tabukan, agar 

terjadi perbaikan sehingga tujuan utama PKH untuk mensejahterakan 

masyarakat terwujud.  

2. Dinas Sosial perlu melakukan pengawasan secara langsung kelapangan 

agar permasalah-permasalah terkait dengan PKH dapat diselesaikan.  

3. Dinas Sosial perlu menambah SDM-PKH di Kecamatan Tabukan minimal 

1 orang agar pendampingan dapat lebih maksimal lagi dilakukan.  

 

 

 

 

  




